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ABSTRAK

Kesaksian dalam pernikahan merupakan aspek fundamental dalam hukum Islam yang
bertujuan untuk memastikan keabsahan akad nikah. Syariat Islam menetapkan bahwa saksi
harus memiliki standar keadilan (‘adalah), yaitu individu yang memiliki integritas moral dan
tidak dikenal sebagai pelaku maksiat. Namun, dalam praktik sosial, persyaratan ini sering
diabaikan, di mana saksi lebih dipilih berdasarkan faktor kedekatan keluarga atau kemudahan
administratif tanpa mempertimbangkan standar keadilan yang ditetapkan oleh syariat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana standar keadilan saksi dalam Islam
diterapkan, faktor-faktor yang menyebabkan pengabaian standar tersebut, serta implikasi
hukum dan sosialnya terhadap pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan
(library research) dengan pendekatan normatif untuk mengkaji dalil-dalil syar’i, pendapat
ulama, serta fenomena sosial yang berkaitan dengan kesaksian dalam pernikahan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengabaian standar keadilan dalam penunjukan saksi dapat
menyebabkan ketidakabsahan pernikahan secara hukum Islam, serta berkontribusi terhadap
pergeseran makna saksi dalam praktik sosial. Fenomena ini juga dapat memicu permasalahan
hukum di kemudian hari, seperti gugatan terhadap keabsahan pernikahan atau status hukum
anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman
agama serta regulasi yang lebih ketat dalam penunjukan saksi guna menjaga integritas hukum
Islam dalam pernikahan.

Kata kunci: Saksi Pernikahan; Keadilan; Hukum Islam; Validitas Nikah; Implikasi Sosial

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan emosional antara dua individu,
tetapi juga memiliki dimensi hukum dan sosial yang kuat (Mukhsin, 2020; Khairuddin,
2020). Salah satu syarat sahnya pernikahan menurut syariat Islam adalah adanya saksi
yang memenubhi kriteria tertentu, termasuk aspek keadilan (Syahnur Aida Alifia et al.,
2024; Jeni & Khairuddin, 2024). Keberadaan saksi bertujuan untuk memastikan bahwa
pernikahan dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan
hukum serta masyarakat (Said et al., 2023). Dalam berbagai pandangan ulama fikih,
saksi yang adil menjadi syarat penting agar pernikahan tidak hanya sah secara formal
(Riyaduddin & Setiawan, 2023), tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat dalam
perspektif syariah (Hidayah & Fahmi, 2022; Erlinda, 2024)

Namun, dalam praktik sosial yang berkembang di masyarakat, penunjukan saksi
dalam pernikahan sering kali dilakukan secara serampangan, tanpa memperhatikan
aspek keadilan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Djawas et al., 2021). Saksi
dipilih hanya sebagai formalitas administratif, tanpa mempertimbangkan apakah
mereka memiliki integritas moral yang baik atau tidak. Dalam beberapa kasus, saksi
pernikahan bahkan diambil dari orang-orang yang tidak mengenal pasangan yang
menikah atau tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tanggung jawabnya
sebagai saksi (Said, 2023). Fenomena ini mencerminkan pergeseran dari ketentuan
syariat yang ideal ke praktik kebiasaan yang berkembang di masyarakat di mana
aspek legalitas formal lebih diutamakan daripada substansi keadilan yang menjadi
esensi utama dalam hukum Islam.

Implikasi dari praktik ini sangat signifikan, baik dalam aspek hukum Islam
maupun sosial (Sepyah et al., 2022). Dari perspektif fikih, keberadaan saksi yang tidak

memenuhi standar keadilan dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad
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nikah (Mazani Hanafiah, 2022). Agar seorang saksi dianggap sah, ia harus memenuhi
kriteria tertentu, antara lain beragama Islam, laki-laki (atau satu laki-laki dan dua
perempuan dalam beberapa pandangan), dewasa, waras, adil, mampu mendengar dan
melihat, bebas dari tuduhan, dan memahami bahasa perjanjian nikah (Syahnur Aida
Alifia et al., 2024) Jika saksi tidak memiliki integritas atau tidak memahami peran
mereka, dikhawatirkan akad pernikahan kehilangan validitasnya, terutama jika suatu
saat terjadi sengketa hukum terkait status pernikahan tersebut (Riyaduddin &
Setiawan, 2023). Dari sisi sosial, praktik ini dapat mereduksi nilai dan makna saksi
dalam pernikahan, di mana fungsi saksi seharusnya menjadi penjaga transparansi dan
keabsahan pernikahan justru berubah menjadi sekadar simbol tanpa makna
substansial (Said et al., 2023).

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu, kajian tentang
saksi dalam pernikahan dapat dikategorikan ke dalam tiga tema utama: Pertama,
penelitian menyoroti kedudukan saksi sebagai syarat sah dalam pernikahan menurut
hukum Islam. Asri Sabrina Koto & Siti Aini (2025) menegaskan bahwa keberadaan dua
saksi dalam pernikahan merupakan persyaratan mutlak dalam mazhab Syafi’i,
bertujuan untuk mencegah hubungan di luar nikah. Studi oleh Nasrulloh et al., (2023)
juga menunjukkan bahwa menurut empat mazhab figh, saksi pernikahan harus
merupakan individu yang berpengetahuan dan memiliki kredibilitas dalam
memberikan kesaksian. Penelitian lain oleh Ardiansyah et al., (2025) menyoroti
perbedaan pandangan ulama terkait keabsahan pernikahan tanpa saksi, di mana
sebagian besar ulama menganggapnya tidak sah, kecuali menurut Abu Tsaur yang
tetap menganggapnya sah. Kedua, meneliti persyaratan keadilan bagi saksi pernikahan.
Albani & Kurniadi (2023) membahas batas usia minimal saksi pernikahan berdasarkan
maqashid syariah, yang di Indonesia ditetapkan minimal 19 tahun. Sementara itu,
penelitian oleh Harum et al., (2024) membandingkan pandangan dalam kitab an-Nikah
dan al-Mughni, di mana yang pertama menekankan keharusan saksi yang adil,
sedangkan yang kedua menyatakan bahwa kesaksian tetap sah meskipun saksi tidak
sepenuhnya memenuhi standar keadilan. Ketiga, penelitian membahas peran saksi
pernikahan dalam konteks sosial dan hukum. Mubarrak et al.,, (2023) menyoroti
konsep istifadhah witness dalam konteks isbat nikah, di mana kesaksian tidak langsung
tetap dapat diterima di pengadilan agama. Akpoghiran (2010) meneliti evaluasi
kesaksian dalam persidangan pembatalan pernikahan, di mana saksi memiliki peran
krusial dalam menentukan validitas pernikahan. Anto (2024) mengkaji pernikahan
yang tidak dipublikasikan dan menekankan pentingnya saksi sebagai pengakuan
publik dalam pernikahan. Secara umum, studi-studi terdahulu mengenai saksi
pernikahan dalam Islam lebih banyak berfokus pada kedudukannya sebagai syarat sah
pernikahan serta perbedaan pandangan figh terkait persyaratan keadilan saksi. Selain
itu, penelitian yang membahas aspek sosial lebih banyak menyoroti peran saksi dalam
proses isbat nikah dan kasus pembatalan pernikahan. Namun, perhatian akademik
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yang diberikan terhadap eksplorasi dinamika peran saksi pernikahan dalam praktik
sosial yang berkembang masih terbatas. Khususnya, masih minim kajian yang secara
mendalam menganalisis bagaimana saksi dalam pernikahan dipilih dalam masyarakat
Muslim modern dan sejauh mana mereka benar-benar memenuhi standar keadilan
yang disyaratkan dalam figh Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran saksi dalam
pernikahan di masyarakat Muslim modern dipraktikkan, serta sejauh mana penerapan
prinsip keadilan dalam pemilihannya. Fokus utama penelitian ini adalah
mengeksplorasi sejauh mana saksi pernikahan benar-benar memenuhi persyaratan
keadilan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam atau apakah perannya lebih
bersifat formalitas administratif belaka. Untuk memahami fenomena ini secara lebih
mendalam, penelitian ini dirancang dengan tiga pertanyaan utama. Pertama,
bagaimana syariat Islam menetapkan standar keadilan bagi saksi pernikahan? kedua,
kenapa masyarakat mengabaikan standar keadilan dalam penunjukan saksi? ketiga,
Apa dampak dari fenomena ini terhadap hukum dan praktik sosial?

Penelitian ini didasarkan pada argumentasi bahwa meskipun hukum Islam
menetapkan keadilan sebagai syarat utama bagi saksi pernikahan, dalam praktiknya,
banyak masyarakat Muslim yang lebih mengutamakan pemenuhan prosedur
administratif daripada aspek substansial dari keadilan itu sendiri. Dalam banyak
kasus, saksi pernikahan dipilih tanpa pertimbangan terhadap kriteria keadilan, tetapi
lebih karena faktor kedekatan sosial atau kemudahan administratif. Meskipun Islam
menegaskan pentingnya keadilan dalam kesaksian, realitas sosial menunjukkan bahwa
praktik ini tidak selalu diterapkan secara ideal. Modernisasi dan globalisasi yang
membawa perubahan dalam struktur sosial juga tidak serta-merta memperkuat
pemenuhan standar keadilan dalam saksi pernikahan. Sebaliknya, dalam beberapa
kasus, tekanan sosial dan budaya justru semakin menguatkan praktik pemilihan saksi
yang hanya bersifat formalitas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi
kesenjangan akademik dalam memahami bagaimana konsep keadilan dalam hukum

Islam diterapkan dalam praktik pernikahan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan
pendekatan kualitatif untuk menelusuri konsep saksi pernikahan dalam perspektif
hukum Islam dan implementasinya dalam masyarakat Muslim modern. Data
diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti kitab-kitab fikih klasik dan
kontemporer, tafsir Al-Qur’an, hadis, jurnal akademik, serta dokumen resmi yang
membahas saksi pernikahan dalam hukum Islam.

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk menggali
pemahaman konseptual dan historis mengenai persyaratan serta peran saksi dalam
pernikahan menurut Islam. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan pandangan
ulama dari berbagai mazhab guna mengidentifikasi perbedaan interpretasi dan
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relevansinya terhadap praktik di masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan
saksi pernikahan dalam sistem hukum Islam serta dinamika perkembangannya dalam
konteks modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Syarat dan Kriteria Saksi dalam Pernikahan Menurut Syariat Islam

Kesaksian dalam pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam
hukum Islam, karena berkaitan langsung dengan validitas akad nikah. Islam telah
menetapkan standar tertentu dalam penunjukan saksi, termasuk aspek keadilan dan
kapasitas individu yang menjadi saksi. Keberadaan saksi dalam pernikahan bertujuan
untuk memastikan transparansi, menghindari perselisihan di kemudian hari, serta
menjaga hak-hak pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut
(Syahnur Aida Alifia et al., 2024). Oleh karena itu, memahami dalil-dalil syar’i serta
pendapat para ulama terkait persyaratan saksi yang adil menjadi suatu keharusan agar
hukum Islam tetap terjaga dalam praktik pernikahan.

Dalil utama mengenai keharusan saksi dalam pernikahan berasal dari hadis Nabi
Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: "Tidak ada pernikahan kecuali
dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR. Ibnu Majah, no. 1880). Hadis ini menjadi dasar
bahwa kehadiran saksi merupakan bagian dari rukun pernikahan yang tidak boleh
diabaikan. Selain itu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan agar
setiap transaksi penting disaksikan oleh dua orang saksi yang dapat dipercaya.
Meskipun ayat ini secara khusus membahas kesaksian dalam transaksi utang-piutang,
para ulama menafsirkannya sebagai prinsip umum dalam Islam bahwa akad yang
memiliki dampak hukum harus disaksikan oleh orang-orang yang memiliki integritas.

Dalam figh Islam, para ulama menetapkan bahwa saksi dalam pernikahan harus
memenuhi kriteria tertentu agar kesaksiannya dianggap sah. Salah satu syarat yang
disepakati oleh mayoritas ulama adalah ‘adalah (keadilan), yaitu seseorang yang
memiliki karakter baik, menjauhi dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa
kecil (Mazani Hanafiah, 2022). Mazhab Hanafi menegaskan bahwa seorang saksi harus
memiliki reputasi yang baik dan tidak dikenal sebagai pelaku maksiat. Dalam
pandangan mereka, saksi yang fasik atau memiliki kebiasaan buruk, seperti peminum
khamr atau pembohong, tidak dapat diterima karena dapat merusak kredibilitas
kesaksian (Andiko et al., 2022).

Mazhab Maliki memiliki standar yang lebih ketat dalam mendefinisikan saksi
yang adil. Selain tidak melakukan dosa besar, seorang saksi juga harus memiliki
pemahaman agama yang memadai dan dikenal sebagai individu yang senantiasa
menjaga shalat lima waktu. Hal ini menunjukkan bahwa aspek moralitas dan
ketakwaan menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan saksi pernikahan.
Bahkan dalam beberapa riwayat, mazhab Maliki menegaskan bahwa saksi harus
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berasal dari lingkungan yang baik dan memiliki perilaku yang dapat dipercaya dalam
kehidupan sehari-hari (Mukhsin, 2020).

Mazhab Syafi'i juga menetapkan bahwa saksi pernikahan harus memenuhi
kriteria keadilan, berakal, baligh, dan beragama Islam. Mereka menambahkan bahwa
saksi harus laki-laki dan memiliki daya ingat yang baik agar dapat memberikan
kesaksian yang jelas. Dalam perspektif mazhab ini, jika seorang saksi memiliki cacat
moral yang diketahui oleh masyarakat, maka kesaksiannya tidak dapat diterima.
Selain itu, mereka menolak keberadaan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan,
berdasarkan dalil hadis yang menyebutkan bahwa saksi harus dua orang laki-laki
yang adil (Lamge, 2014).

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang serupa dengan mazhab Syafi’i,
namun lebih menekankan aspek dzikr (kemampuan mengingat) dan shahadah
(kesaksian yang jelas) . Dalam pandangan mereka, seorang saksi tidak hanya harus
adil dalam perbuatan, tetapi juga harus memahami akad yang sedang mereka saksikan
(Alamsyah & Maloko, 2021). Jika saksi tidak memahami hakikat pernikahan atau
memiliki kelemahan dalam daya ingatnya, maka kesaksiannya dianggap kurang valid
(Sakhowi, 2021; Jalil & Wirnanda, 2020). Oleh karena itu, kehadiran saksi dalam
pernikahan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga harus memiliki peran aktif
dalam memastikan akad tersebut berlangsung sesuai dengan syariat.

Meskipun terdapat kesepakatan mengenai perlunya saksi yang adil, terdapat
perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai komposisi saksi dalam
pernikahan. Mazhab Hanafi membolehkan adanya satu laki-laki dan dua perempuan
sebagai saksi, dengan merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 282 yang membolehkan
komposisi tersebut dalam transaksi (Rinwanto & Arianto, 2020). Namun, mayoritas
ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mewajibkan saksi dalam pernikahan
harus dua orang laki-laki, karena dalam hadis Nabi tidak disebutkan adanya
perempuan sebagai saksi dalam akad nikah (Sanjaya & Faqih, 2017).

Selain itu, terdapat perbedaan dalam interpretasi mengenai apakah saksi harus
dikenali oleh masyarakat sebagai individu yang adil atau cukup memenuhi syarat
keadilan secara pribadi. Sebagian ulama berpendapat bahwa saksi harus memiliki
pengakuan sosial sebagai orang yang jujur dan tidak diragukan integritasnya.
Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa asalkan seseorang tidak diketahui
memiliki perilaku buruk, maka ia dapat menjadi saksi, meskipun tidak dikenal luas
oleh masyarakat (Nurdin, 2020).

Dalam konteks modern, persyaratan saksi sering kali mengalami
penyederhanaan dalam praktik sosial. Di banyak negara Muslim, hukum pernikahan
mengakui peran saksi sebagai bagian dari prosedur resmi, namun aspek keadilannya
sering kali diabaikan. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan mengharuskan adanya saksi dalam akad nikah, tetapi tidak
memberikan batasan yang jelas mengenai standar keadilan mereka. Hal ini
menyebabkan banyak pasangan memilih saksi berdasarkan kedekatan keluarga atau
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kemudahan administratif, tanpa mempertimbangkan persyaratan yang ditetapkan
dalam figh Islam.

Realitas Sosial: Penunjukan Saksi sebagai Formalitas

Penunjukan saksi sering kali hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Padahal,
dalam syariat Islam, saksi dalam akad nikah memiliki peran penting untuk
memastikan ~ bahwa  pernikahan  berlangsung secara sah dan  dapat
dipertanggungjawabkan. Namun, dalam kenyataannya, banyak pasangan yang
memilih saksi tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kelayakan sebagaimana
ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa standar
keadilan dalam pemilihan saksi sering kali diabaikan dan apa faktor utama yang
menyebabkan fenomena ini terjadi di berbagai lapisan masyarakat (Rasyid, 2020).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pengabaian terhadap standar
keadilan dalam penunjukan saksi adalah kemudahan administratif yang lebih
mengutamakan aspek legalitas negara dibandingkan dengan ketentuan syariat Islam.
Dalam sistem pernikahan yang dikelola oleh negara, terutama di Indonesia, pencatatan
pernikahan menjadi bagian penting dari regulasi pemerintah melalui lembaga seperti
Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam sistem ini, saksi lebih banyak berperan sebagai
pemenuhan syarat administratif dibandingkan sebagai pihak yang benar-benar
bertanggung jawab atas keabsahan akad. Banyak pasangan memilih saksi berdasarkan
kedekatan keluarga atau ketersediaan individu di sekitar mereka, tanpa
mempertimbangkan apakah orang tersebut memenuhi kriteria keadilan yang
ditetapkan dalam Islam.

Selain faktor administratif, kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat
saksi yang ditetapkan dalam Islam juga menjadi penyebab utama. Dalam banyak
kasus, masyarakat tidak memahami bahwa saksi dalam pernikahan harus memenuhi
kriteria tertentu, seperti memiliki sifat adil, berakal, baligh, dan muslim. Pemahaman
yang minim tentang hukum pernikahan menyebabkan masyarakat menganggap
bahwa siapa saja dapat menjadi saksi selama mereka hadir dalam akad nikah.
Akibatnya, sering ditemukan saksi yang sebenarnya tidak layak menurut syariat,
misalnya mereka yang dikenal memiliki akhlak buruk atau bahkan tidak memahami
akad yang sedang berlangsung (Rohmadi et al., 2024).

Budaya pernikahan yang lebih menekankan aspek seremonial juga turut
berkontribusi terhadap pengabaian standar keadilan dalam pemilihan saksi. Dalam
banyak masyarakat, pernikahan lebih dianggap sebagai momen kebahagiaan yang
harus dirayakan, sehingga aspek hukum sering kali menjadi perhatian sekunder.
Dalam situasi seperti ini, penunjukan saksi hanya didasarkan pada hubungan keluarga
atau kedekatan dengan calon pengantin. Bahkan, dalam beberapa kasus, saksi dipilih
secara mendadak di lokasi akad tanpa pertimbangan matang. Fenomena ini

menunjukkan bahwa dalam praktiknya, peran saksi sering kali direduksi menjadi

Abdurrauf Science and Society, Vol. 1, No. 3, 2025



ISSN: 3090-093X 3 145

sekadar pemenuhan prosedural, bukan sebagai penjaga keabsahan akad sebagaimana
yang diajarkan dalam Islam (Said et al., 2023).

Modernisasi dan globalisasi juga turut mempengaruhi cara pandang masyarakat
terhadap pernikahan dan sistem kesaksiannya. Dalam masyarakat urban yang
semakin individualistik, pernikahan sering kali dianggap sebagai urusan pribadi
pasangan yang menikah, sehingga keberadaan saksi lebih dilihat sebagai syarat
administratif daripada sebagai bagian dari sistem sosial yang memastikan
keberlanjutan rumah tangga sesuai dengan prinsip Islam (Fitriani et al., 2024). Nilai-
nilai tradisional yang sebelumnya menekankan keabsahan pernikahan dengan standar
syariat mulai terkikis oleh budaya modern yang lebih mengutamakan legalitas dan
formalitas (Mukhsin, 2020).

Selain itu, berkurangnya peran ulama dalam mengawasi proses pernikahan juga
menjadi faktor yang memperlemah standar keadilan dalam pemilihan saksi. Dalam
masyarakat tradisional, ulama dan tokoh agama memiliki otoritas dalam memastikan
bahwa setiap aspek pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Namun, dalam konteks
masyarakat modern, peran ulama semakin berkurang, sehingga pemilihan saksi sering
kali dilakukan tanpa pengawasan yang ketat. Banyak pernikahan yang berlangsung
tanpa konsultasi dengan ulama atau ahli figih, sehingga standar keadilan dalam
pemilihan saksi menjadi semakin longgar.

Dalam praktik sosial, dominasi faktor kekeluargaan juga menjadi salah satu
alasan utama mengapa standar keadilan sering kali diabaikan dalam pemilihan saksi.
Di banyak masyarakat Muslim, pemilihan saksi sering kali lebih mempertimbangkan
hubungan darah dibandingkan dengan kelayakan individu sebagai saksi yang adil.
Misalnya, saksi sering kali diambil dari kalangan kerabat dekat seperti paman atau
saudara laki-laki, meskipun mereka mungkin tidak memiliki pemahaman agama yang
memadai atau bahkan dikenal sebagai orang yang tidak adil dalam kehidupan sehari-
hari. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya memiliki pengaruh besar
dalam praktik pernikahan, bahkan lebih besar dibandingkan dengan hukum Islam itu
sendiri.

Minimnya sosialisasi dari lembaga keagamaan mengenai pentingnya memilih
saksi yang sesuai dengan syariat juga memperparah kondisi ini. Lembaga keagamaan
memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang
berbagai aspek hukum Islam, termasuk dalam hal pernikahan. Namun, dalam banyak
kasus, sosialisasi mengenai syarat saksi dalam pernikahan masih minim. Kebanyakan
khutbah, pengajian, dan program dakwah lebih banyak membahas aspek ibadah
individu dibandingkan dengan hukum-hukum pernikahan. Akibatnya, banyak orang
yang tidak mengetahui bahwa saksi dalam pernikahan harus memenuhi standar
tertentu yang telah ditetapkan dalam Islam (Riyaduddin & Setiawan, 2023).

Selain itu, adanya perbedaan antara hukum negara dan hukum Islam juga
mempengaruhi praktik pemilihan saksi dalam pernikahan (Burlian, 2018). Dalam
beberapa sistem hukum di negara-negara Muslim, syarat saksi dalam pernikahan lebih
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banyak diatur oleh hukum positif dibandingkan dengan hukum Islam. Misalnya,
dalam beberapa negara, hukum pernikahan hanya mensyaratkan adanya saksi tanpa
menjelaskan kriteria keadilan sebagaimana yang ditekankan dalam fiqih Islam. Hal ini
menyebabkan banyak pasangan lebih cenderung mengikuti aturan administratif
negara daripada berpegang teguh pada aturan syariat (A. Jalil, 2018).

Dampak dari pengabaian standar keadilan dalam pemilihan saksi pernikahan
cukup signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika saksi yang ditunjuk tidak
memenuhi syarat keadilan, maka kesaksiannya bisa diragukan dan bahkan dapat
memicu permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, pernikahan
yang tidak memenuhi standar syariat bisa menimbulkan konflik, baik dalam aspek
warisan, status anak, maupun hak dan kewajiban suami-istri. Oleh karena itu,
diperlukan upaya reinterpretasi dan reformasi dalam praktik pemilihan saksi agar
kembali sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sosialisasi mengenai pentingnya memilih saksi
yang adil harus lebih digalakkan melalui khutbah, pengajian, dan program dakwah.
Dengan demikian, saksi dalam pernikahan tidak lagi dianggap sebagai sekadar
formalitas, tetapi sebagai bagian penting dari sistem sosial yang menjamin

keberlangsungan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

Konsekuensi Hukum dan Sosial

Dalam perspektif hukum Islam, validitas pernikahan ditentukan oleh
pemenuhan syarat-syarat esensial yang telah ditetapkan dalam syariat. Sebagaimana
dijelaskan dalam berbagai kitab fikih, pernikahan yang sah harus memiliki wali, ijab
dan kabul, serta kehadiran saksi yang memenuhi standar hukum. Apabila salah satu
dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dianggap tidak sah
(Hidayah & Fahmi, 2022). Dalam konteks saksi, keberadaan individu yang memiliki
sifat adil dan mampu memberikan kesaksian dengan jujur menjadi aspek yang tidak
bisa ditawar. Tanpa saksi yang memenuhi syarat, pernikahan tidak dapat dianggap
memiliki kekuatan hukum yang sah, dan segala konsekuensi hukumnya menjadi tidak
berlaku (Syahnur Aida Alifia et al., 2024).

Potensi problematika hukum yang muncul akibat pernikahan yang tidak sah
dapat berdampak luas, terutama jika pernikahan tersebut dipermasalahkan di
kemudian hari. Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah terkait
dengan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Jika pernikahan
dinyatakan tidak sah, maka anak yang lahir bisa menghadapi kesulitan dalam
mendapatkan pengakuan hukum terhadap nasabnya, terutama dalam sistem hukum
yang mensyaratkan bukti sahnya pernikahan dalam dokumen resmi. Selain itu, hak-
hak istri, seperti hak nafkah dan warisan, juga dapat dipertanyakan jika pernikahan
dianggap tidak memenuhi standar hukum Islam.

Selain konsekuensi hukum, pernikahan yang tidak sah juga berpotensi

menimbulkan dampak sosial yang serius. Dalam masyarakat yang masih memegang
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teguh nilai-nilai agama dan adat, status pernikahan yang tidak sah bisa menjadi stigma
sosial yang sulit dihilangkan. Hal ini terutama terjadi dalam komunitas Muslim yang
sangat menghargai pentingnya kesaksian dalam pernikahan sebagai jaminan
keabsahan hubungan suami istri. Jika dalam suatu masyarakat mulai berkembang
praktik pernikahan tanpa saksi yang memenuhi standar keadilan, maka institusi
pernikahan itu sendiri bisa mengalami degradasi nilai dan kepercayaan (Samad, 2021).

Di beberapa negara Muslim yang menerapkan hukum Islam dalam pernikahan,
ketidaksesuaian dalam syarat kesaksian bisa berujung pada batalnya pernikahan
secara hukum negara. Regulasi yang mengatur pernikahan sering kali menetapkan
keharusan adanya saksi yang sah sebagai bagian dari legalitas akad nikah. Jika
pernikahan tidak memenuhi ketentuan ini, maka dokumen pernikahan tidak dapat
diterbitkan, yang pada akhirnya berdampak pada status hukum pasangan tersebut di
mata negara. Implikasi lebih lanjut dapat berpengaruh pada hak-hak administratif,
seperti kepemilikan aset bersama dan hak pewarisan (Putri, 2021).

Dalam ranah sosial, peran saksi dalam pernikahan lebih dari sekadar saksi bisu
dalam akad. Mereka berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara moral
untuk memastikan bahwa pernikahan yang mereka saksikan dilakukan sesuai dengan
aturan syariat. Oleh karena itu, jika masyarakat mulai menganggap saksi hanya
sebagai formalitas tanpa memperhatikan keadilan dan integritasnya, maka makna
kesaksian dalam pernikahan akan semakin melemah. Keadaan ini dapat berkontribusi
pada meningkatnya praktik pernikahan yang tidak sah secara agama, yang pada
akhirnya berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pasangan dan anak-anak
mereka .

Fenomena ini juga berdampak pada maraknya praktik pernikahan yang
dilakukan secara tidak resmi atau bahkan secara rahasia (nikah sirri) (Mustafid et al.,
2024; Pohan et al., 2024), yang dalam beberapa kasus justru menimbulkan lebih banyak
permasalahan. Ketika pernikahan tidak didukung oleh saksi yang kredibel, ada
kemungkinan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tidak mendapatkan
perlindungan hukum yang memadai. Hal ini terutama berdampak pada perempuan
yang dalam banyak kasus berada dalam posisi yang lebih rentan dalam sistem
pernikahan yang tidak tercatat secara hukum (Masduki & Zaini, 2022)

Selain itu, dalam konteks modernisasi dan globalisasi, pemaknaan terhadap saksi
dalam pernikahan juga mengalami pergeseran. Di satu sisi, regulasi hukum negara
cenderung lebih longgar dalam menentukan kualifikasi saksi, dengan fokus pada
pencatatan administratif. Di sisi lain, masyarakat yang semakin pragmatis mulai
mengabaikan aspek moralitas dan keadilan saksi, yang seharusnya menjadi faktor
utama dalam validitas pernikahan menurut hukum Islam.

Oleh karena itu, penting untuk merevitalisasi kembali pemahaman masyarakat
tentang urgensi saksi dalam pernikahan, tidak hanya dari sisi hukum Islam, tetapi juga
dari perspektif sosial dan moral. Pendidikan keagamaan yang lebih intensif tentang
pentingnya saksi yang adil dapat membantu mengurangi praktik pengabaian standar
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kesaksian yang sesuai dengan syariat. Selain itu, regulasi pernikahan di tingkat negara
juga harus lebih memperhatikan aspek keadilan saksi agar dapat menjamin
perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah.

Secara keseluruhan, konsekuensi hukum dan sosial dari pengabaian standar
kesaksian dalam pernikahan sangatlah kompleks. Validitas pernikahan dalam Islam
sangat bergantung pada pemenuhan syarat saksi yang sah, dan pengabaian terhadap
hal ini dapat menimbulkan problematika hukum yang berkepanjangan. Selain itu,
dampak sosial dari praktik pernikahan tanpa saksi yang memenuhi standar dapat
melemahkan makna kesaksian dalam pernikahan serta mengancam legitimasi institusi
pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk
memastikan bahwa ketentuan saksi dalam pernikahan tidak hanya dijalankan sebagai
formalitas, tetapi benar-benar memenuhi standar keadilan sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Syariat Islam menetapkan standar keadilan bagi saksi pernikahan dengan
mewajibkan mereka memiliki sifat ‘adalah (adil), yang berarti tidak dikenal sebagai
pelaku dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Standar ini
dijelaskan dalam berbagai mazhab dengan penekanan yang berbeda, tetapi secara
umum saksi harus merupakan individu yang berintegritas, jujur, serta memahami
akad yang mereka saksikan. Dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadis menunjukkan bahwa
kehadiran saksi yang adil bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari mekanisme
hukum Islam untuk menjamin keabsahan dan keberlanjutan pernikahan. Oleh karena
itu, Islam menempatkan saksi sebagai elemen yang tidak hanya berfungsi sebagai
pengamat, tetapi juga sebagai penjaga kesahihan akad pernikahan.

Realitas sosial, banyak masyarakat mengabaikan standar keadilan dalam
penunjukan saksi pernikahan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya
kemudahan administratif yang lebih mengutamakan aspek legal-formal daripada
substansi kesaksian, kurangnya pemahaman agama yang mendalam mengenai
pentingnya kesaksian dalam pernikahan, serta faktor sosial seperti kedekatan keluarga
dan ketersediaan orang yang bersedia menjadi saksi tanpa mempertimbangkan kriteria
keadilan yang ditetapkan oleh syariat. Praktik ini menyebabkan saksi sering kali hanya
menjadi syarat simbolis tanpa peran signifikan dalam menjamin validitas pernikahan
secara hukum Islam.

Fenomena ini membawa dampak yang luas dalam ranah hukum dan praktik
sosial. Secara hukum, pernikahan yang dilakukan tanpa saksi yang memenubhi syarat
berisiko dinyatakan tidak sah, yang dapat berdampak pada status hukum pasangan
dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dari sisi sosial, melemahnya
pemahaman tentang pentingnya saksi yang adil berkontribusi terhadap maraknya
pernikahan tidak sah atau bahkan praktik pernikahan tidak tercatat (nikah sirri), yang
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berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial. Selain itu, jika standar
kesaksian terus diabaikan, makna saksi dalam pernikahan dapat mengalami
pergeseran dari fungsi syar’i menjadi sekadar formalitas administratif yang kehilangan

nilai moralnya.
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